
53 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kedudukan prospektus dalam kegiatan penawaran umum adalah 

sebagai perjanjian. Hal ini terlihat dari prospektus berperan sebagai 

penawaran yang dilakukan oleh emiten sebagai pihak yang melakukan 

penawaran. Perjanjian antara emiten dan investor lahir pada saat 

emiten setuju untuk membeli saham yang ditawarkan dalam 

prospektus. Persetujuan investor untuk membeli saham terlihat dari 

tindakannya yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham 

sebagai bentuk jawaban dari sebuah penawaran. 

2. Terhadap kerugian yang diderita oleh investor akibat tindakan emiten 

yang merubah penggunaan dana hasil penawaran umum, emiten wajib 

untuk melakukan pertanggung jawaban. Investor dapat mengajukan 

gugatan wanprestasi kepada emiten dengan alasannya tindakan emiten 

yang merubah penggunaan dana hasil dari penawaran umum tanpa 

persetujuan investor merupakan sebuah tindakan inkar janji. 

B. Saran  

1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

berkaitan dalam bidang pasar modal khususnya mengenai penawaran 

umum yang menggunakan prospektus ditegakkan dengan lebih tegas 

untuk mencegah terulangnya kasus emiten yang menggunakan dana 

hasil penawaran umum dengan tidak sesuai dengan tujuan yang telah 

dinyatakan dalam prospektus. Penegakkan yang lebih tegas juga dapat 

memberikan efek jera terhadap emiten yang dengan sengaja telah 

merubah penggunaan dana hasil penawaran umum tanpa persetutjuan 

investor sebelumnya. Efek jera ini akan sangat bermanfaat untuk 

mencegah terjadinya kerugian di masa depan yang disebabkan oleh 

peristiwa yang serupa agar tercipta kegiatan Pasar Modal yang teratur, 

wajar, dan efisien.  
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2. Sebaiknya dibentuk suatu lembaga pengontrol dan penyidik yang 

independen dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

Pasar Modal, agar ruang lingkup kerjanya menjadi lebih sempit dan 

bisa lebih fokus dalam meminimalisir kemungkinan adanya 

pelanggaran dalam kegiatan Pasar Modal dan lebih menjamin 

pelaksanakan prinsip keterbukaan. Lembaga pengontrol dan penyidik 

sebaiknya membuat suatu laporan keuangan yang dijamin 

kebenarannya agar dapat menjadi dasar pertanggung jawaban emiten 

jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh tindakan emiten yang 

melanggar klausula yang dicantumkan. 

3. Sebaiknya dalam melakukan prinsip disclosure, emiten harus konsisten 

dalam mengungkapkan data-data yang diberikan kepada publik baik 

itu sebelum melakukan penawaran umum, selama proses penawaran 

umum, dan setelah melakukan penawaran umum. Sehingga investor 

yang akan menanamkan modalnya di perusahaan emiten yang 

bersangkutan dapat merasa terlindungi dan akan lebih terdorong 

minatnya untuk menamkan modal melalui pembelian saham. 

4. Sebaiknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan 

dengan prospektus direvisi agar lebih mengkonkretkan kedudukan 

hukum dari prospektus. Sehingga kedudukan hukumnya menjadi lebih 

jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. 
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